
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9}1 sebagai Up dang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
721Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 20171 perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
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7. Undang-Undang Nomor 28. Tahun 2009 tentang Pajak: Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tarnbahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 42
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2441 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nornor'
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahuu 2014 tentang Administrasi
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nornor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagairnana teJah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomOI"5155);

15. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 14'0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),;



16. Peraturan Pernerintah Nornor 8. Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3- Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738');

19. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
'rabun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5165); .

20. Peraturan Pemerintah Nornor 30 'rabun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor S219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012No.rri:or 5,
Tambahan Lernbaran Negara:Republik Indonesia Nornor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 ten-tang Pedornan
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lernbaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
7~, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten-tang Hak
Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia NomOI"6057).;

24. Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2018 ten tang Btandar
Pelayanan Minimal .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

25. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Norner 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran
Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 3.2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber



Rp163.174.76L034.00
Rp1.481.114.231.393,18

Rp324.977.988.614,18

Rp992. 961.481. 745,00
a) Pendapatan Asli Daerah
'b) Dana Perimbangan
c) Lain-lain Pendapatan

Daerah yang' Sah

Jumlah Pendapatan

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 20.17 terdiri dari
1. Pendapatan

Pasal ]

Menetapkan : PERATURAN WALIKQTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PEJLAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

MEMUTUSKAN:

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nom0T 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akun tansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 874);

30. Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nornor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lernbaran
Daerah Kota Banjarmasin Nornor 40);

32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nornor 7);

33. Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 13 Tahun 2017
ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20.17 {Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2017 Nomor 13);

34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nemer ... Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerab Kota Banjarrnasin Tahun 2018 Nomor ....)



Lampiran sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 dan. pasal 4
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Walikota 'ini,

Pasal5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimaria dimaksud dalam
Pasa13 tercanrum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Reallsasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalarn
Pasal 1 di rinci Iebih lanjut ke dalarn Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalarn
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
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Rp585.997.403.833,00
Rp 35.732.883.996,00

Rp 489.500.000,00

Rp 9.358.844.000,00
Rp 114.725.250,00

Rp631.693.357 .079,00

Pasal 2

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran 2017

3. Pernbiayaan
a) Penerimaan
b) Pengeluaran

b) Belanja Langsung
1)Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

3)Belanja Modal
Jumlah

Jumlah Belanja
Surplus /Defisit [Pendapatan-Belanja]

2. Belanja
a) Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial
4) Selanja Bantuan Keuangan
5) Belanja Tidak Terduga

Jurnlah



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASINTAL-ruN 2017,
NOMOR fa

GAZI AKHMADl

Pili. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMAS1N,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Agustus 201&

~
IBNU SINA

WALlKOTA BANJARMASIN,

Ditetapka:ndi Banjarmasi n
pada tanggal 2.', Agustus 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kota Banjarmasin.


